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Abstract 
This research aims to test the effect of tax justice, taxation system, tax 
discrimination, taxpayer compliance against tax evasion. Independent variables in this 
study are taxation justice, taxation system, taxation discrimination, taxpayer 
compliance while the dependent variable is tax evasion 
This research use primary data by handing out questionnaires to the taxpayer. 100 
questionnaires had been handing out to private taxpayer in the area of West Jakarta, 
The method used in the research is convenience sampling. Data analytic used multiple 
regression analytics data. The results of this study indicate that tax justice, taxation 
system, tax discrimination, taxpayer compliance have a positive effect on tax evasion, 
while taxpayer compliance has a negative effect on tax evasion. 
 
Keywords:  Tax Justice; Taxation System; Tax Discrimination; Taxpayer Compliance; 
Tax Evasion. 
 
Submission date: 2019-07-10     Accepted date: 2019-08-15 
 
 
PENDAHULUAN 
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang.dan salah satu 
sumber pendapatan negara yaitu dari pajak. Pajak adalah  kewajiban kepada  negara 
yang terutang oleh pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa yang tercakup di 
dalam undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk 
kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Pajak memberi andil besar dalam  
pertumbuhan ekonomi di negara kita ini. Pajak menjadi tolak ukur suatu negara 
berkembang atau tidak. Maka, orang yang termasuk dalam wajib pajak harus 
membayar pajak sesuai dengan  kewajiban  pajaknya itu. 
Indonesia melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk 
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pembangunan nasional. Dana ini diperoleh dari penerimaan-penerimaan dari dalam dan  
luar negeri. Penerimaan-penerimaan dari dalam dan luar negeri sama pentingnya bagi 
kelangsungan pembangunan nasional. Penerimaan dari dalam negeri yang paling 
dominan adalah dari sektor pajak. Sedangkan dari luar negeri yaitu jaminan dari negara 
lain. Sektor pajak mempunyai peran penting di dalam pertumbuhan ekonomi di negara 
Indonesia ini. Besar-menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan 
pembangunan maupun anggaran rutin yang terjadi di negara tersebut. 
Kelangsungan pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara disebabkan 
oleh karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam  melaksanakan 
kewajibannnya sebagai warga negara Indonesia. Perlunya motivasi untuk 
meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak dan peningkatan kepercayaan 
masyarakat bahwa penyaluran pajak dilakukan sesuai aturan yang ada untuk 
kesejahteraan rakyat. 
Menurut (Mardiasmo, 2016) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang 
pertama adalah dengan penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu cara meminimalkan 
pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan 
penggelapan pajak (tax evasion) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan 
pelanggaran undang-undang. Menurut (Siahaan, 2014) mengatakan bahwa penggelapan 
pajak merupakan usaha yang digunakan wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban 
yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. 
Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercakup data penerimaan 
pajak dalam negeri yang berisi data penerimaan pajak dalam negeri, setiap tahunnya 
terus meningkat. Untuk itu, meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin 
meningkat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang 
disebabkan oleh penggelapan  pajak yang dilakukan. 
Kejahatan di bidang perpajakan seringnya berawal dari penentuan jumlah pajak 
yang harus di bayar oleh wajib pajak yang ditentukan oleh aparat pajak bersama wajib 
pajak. Dalam kenyataannya, dapat terjadi misalnya wajib pajak hanya membayar 50% 
dari kewajiban pajaknya. Dari  jumlah  itu, bisa jadi setengahnya “dikantongi” oleh 
oknum petugas pajak itu sendiri, dan sisanya yang 25% lagi yang disetorkan ke kas 
negara. Dengan modus operandi seperti ini, hilangnya uang negara bisa mencapai 75%.  
Hal ini adalah sebuah angka persentase yang sangat besar. Besar kemungkinan bahwa 
terjadinya penggelapan pajak yang semakin meluas adalah karena difasilitasi oleh 
pemerintah negara-negara yang mengunci keterbukaan dan yang tidak siap melawan 
penyalahgunaan pajak. 
Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat dari 
maraknya kasus penggelapan pajak. Hal ini terbukti dari munculnya  kasus-kasus 
penggelapan  pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, contohnya Gayus Halomoan 
Tambunan. Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukannya, dapat memunculkan 
pemikiran negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas 
pajak mulai menurun disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan 
oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas wajib pajak yang mana uang 
tersebut malah  masuk ke tabungan  pribadi petugas pajak (Ardyaksa & Kiswanto, 
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2014). Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh keadilan perpajakan, 
system perpajakan, diskriminasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap tindakan 
penggelapan pajak. 
 
 
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Keadilan Perpajakan 
Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan 
kebijakan. Prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga 
sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak 
ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu 
kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain.  
Keadilan adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya 
sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan 
manfaat yang diterima (Waluyo, 2011). Dikarenakan sistem pemungutan pajak di 
Indonesia menggunakan self assesment system yang merupakan sistem pemungutan 
pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 
membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan (Suminarsasi & Supriyadi, 2011)  
Keadilan perpajakan didasarkan pada pengelolaan pengenaan pajak untuk 
memenuhi belanja publik yang didasarkan pada proporsi kekayaan dan pendapatan 
masyarakatnya. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan 
keadilan dalam hukum. Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses 
redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari 
orang yang lebih miskin (dimensi vertikal). Persepsi masyarakat mengenai keadilan 
sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan 
perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi 
perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (tax evasion). Masyarakat 
akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak 
yang berlaku tidak adil. 
Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil 
dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk 
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 
Majelis Pertimbangan Pajak.  
Pajak itu keseimbangan antara hak dan kewajiban baik kepada negara dan 
masyarakatnya sendiri. Negara memungut pajak sekaligus memanfaatkan pajak untuk 
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini diberikan negara melalui fasilitas-fasilitas 
yang mendukung meningkatnya taraf hidup masyarakat. Seperti misalnya, subsidi bagi 
rakyat kecil, fasilitas sekolah gratis, dan pembangunan daerah. Dan demi menjamin 
semua ini terlaksana, yang terpenting adalah pemerintah bisa bersikap adil dalam 
menjalankan aksinya, memberikan transparansi yang jelas dan mengawasi penggunaan 
anggaran negara dengan benar.  
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Sistem Perpajakan 
Sistem perpajakan di deskripsikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang 
merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara 
langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan 
untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Rahman, 
2014). Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan atau 
rasa kebersamaan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (self assessment), sehingga melalui sistem 
ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan 
mudah dipahami oleh wajib pajak tersebut (Siahaan, 2014).   
Landasan hukum perpajakan adalah acuan hukum dasar yang menguatkan 
dilakukannya suatu kegiatan, atau dengan kata lain yang melandasi pelaksanaan suatu 
kebijakan yang ada. Landasan hukum itu ada yang bersumber dari UUD 1945 yang 
merupakan hukum dasar, ada juga yang berbentuk undang-undang sebagai turunan dari 
UUD 1945, dan landasan hukum pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
1. UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 sampai dengan 3. 
2.  Undang-undang perpajakan sebagai turunan dari UUD 1945 pasal 23 yang telah 
mengalami beberapa kali penyempurnaan dan terakhir di sahkan serta berlaku mulai 
1 Januari 2001. 
Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, terdapat tiga pemngutan 
pajak yang pernah dilaksanakan, yaitu : 
Official Assesment System : Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus 
dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi dapat dikatakan bahwa Wajib 
Pajak bersifat pasif. Karena pungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. 
Self Assesment System : Kebalikan dari Official Assesment System, sistem ini memberi 
kepercayaan, wewenang, tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang 
oleh wajib pajak. 
Witholding Tax System: Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang 
memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya 
pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
Di Indonesia sendiri sebagai mana di jelaskan di atas bahwa pemungutan pajak 
dilakukan sebagaimana dinomor tiga di atas, di Indonesia sendiri masih kurang 
kesadaran oleh masyarakatnya dalam membayar pajak, ini disebabakan kurangnya 
sosialisasi pemerintah menerapkan bahwa di dalam membayar pajak itu adalah sesuatu 
yang sangat penting di lakukan dan dimana apabila pajak tidak ada, maka mustahil 
suatu negara bisa berkembang atau bertumbuh. 
Di samping itu, kurangnya aktif wajib pajak dalam memyetor pajak karena 
tingkah laku oleh fiskus pajak itu masih dianggap kurang dan masih juga curang yang 
menyebabkan kurangnya kepercayaan kepada pembayaran pajak sebab di anggap sia-
sia. Sekarang ini kantor pajak telah jauh merubah sistem administrasinya menjadi 3 
yaitu sebagai beritkut : KKP besar, KKP Madaya, dan KKP Pratama. Dimana diatas 
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tersebut sudah merubah atau diharapkan kepada pegawai pajak mempunyai prestasi di 
dalam memungut pajak. 
 
Diskriminasi Perpajakan 
 Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan 
yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, 
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 
bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang 
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. 
  Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan adalah suatu tindakan yang 
menimbulkan wajib pajak tidak ingin memenuhi apa yang menjadi kewajiban 
perpajakannya. Jika semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan, maka 
perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis.  
Menurut (Danandjaja, 2013), diskriminasi dapat dikatakan sebagai perlakuan yang 
tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya 
bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, 
agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi perpajakan dapat mencakup 
perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau 
pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu 
atau jasanya. 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 
 Kepatuhan  wajib pajak merupakan  pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan 
oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Kepatuhan 
wajib pajak menjadi hal yang  penting mengingat sistem perpajakan Indonesia 
menganut sistem  self asessment, di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan 
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor 
kewajibannya. Jadi dalam  hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka 
pengertian kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan 
perpajakan yang diwajibkan dan harus ditaati dan dilaksanakan oleh wajib pajak 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajaknya, yaitu: (a) faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besar atau kecilnya 
pendapatan bersih yang didapatkan wajib pajak baik dari pekerjaan pokok atau 
pekerjaan sampingan dan jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai, (b)faktor 
pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal atau nonformal dan 
pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, (c) faktor penegakan  hukum pajak, 
yang meliputi sanksi-sanksi, pengawasan, pemeriksaan dan keadilan dalam 
menentukan jumlah pajak yang dipungut oleh wajib pajak, (d) faktor pelayanan aparat 
pajak, yang meliputi pelayanan pembayaran, pelayanan penyampaian informasi 
maupun pelayanan keberatan dan penyaranan. 
Faktor sosialisasi, meliputi pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi wajib 
pajak. Selain adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak, adapula macam-macam kepatuhan pajak, yaitu (a) kepatuhan formal, 
yaitu kewajiban secara formal yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, (b) kepatuhan material, 
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merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kepatuhan material yaitu mengisi 
dengan jujur, lengkap dan besar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan 
dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu 
berakhir. 
 Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam 
penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan juga kepatuhan wajib pajak untuk 
menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan identifikasi kepatuhan 
wajib pajak yang benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam hal ini, isu 
kepatuhan sangatlah penting di negara-negara maju maupun negara berkembang agar 
dapat menghindari penyebab ketidakpatuhan wajib pajak, serta upaya untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Isu kepatuhan sangatlah penting dilakukan 
karena menghindari ketidakpatuhan wajib pajak baik dengan cara fraud atau illegal 
yang disebut dengan  tax evasion, maupun ketidakpatuhan wajib pajak dengan cara lain 
selain fraud dan illegal yang disebut dengan tax avoidance yang masing-masing 
memiliki akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak kepada negara. 
 Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibapn 
perpajakannya haruslah dilakukannya pemeriksaan. Menurut (Sulistywati, Lestari, & 
Tiandari, 2012), wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak jika 
penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Penerimaan kas 
negara sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak tidak 
patuh dalam membayar pajaknya maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan 
tindakan penyelundupan, pelalaian dan penghindaran dalam membayar pajak. Karena 
itulah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting. 
 
Penggelapan Pajak 
Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan 
rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan 
pajak secara melawan hukum (unlawfully), dan penggelapan pajak boleh dikatakan 
merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di 
hampir setiap yurisdiksi.  
Penggelapan pajak mempunyai risiko terdekteksi yang inherent pula, serta 
mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk 
meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha 
menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul "hasil kejahatan" (proceeds of crime) 
dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar 
dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut. 
Oleh sebab itulah tindak kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak 
pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang.   
Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh 
wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan pajak oleh 
perusahaan dianggap tidak beretika lebih didasarkan karena moral bukan karena 
budaya. Moral lebih mendasari manusia merasa berdosa jika tidak membayar pajak 
sesuai dengan yang seharusnya. 
Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, menggelembungkan 
biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif atau tidak nyata, transaksi ekspor 
fiktif, pemalsuan dokumen keuangan perusahaan, tidak melaporkan sebagian penjualan, 
memperbesar biaya dengan cara fiktif, memungut pajak tetapi tidak menyetor. 
Memungut pajak tetapi tidak menyetor merupakan contoh dari kasus penggelapan yang 
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marak terjadi. Contoh-contoh kasus penggelapan pajak tersebut dapat merugikan 
banyak pihak yang akan membuat kelangsungan sebuah perusahaan atau organisasi 
menjadi tidak lancar. Seharusnya orang yang melakukan penggelapan pajak berpikir 
panjang dengan apa resiko yang akan ditimbulkan karena perbuatannya tersebut. 
Akibat-akibat yang terjadi karena adanya penggelapan pajak terbagi dalam tiga 
bidang. Ketiga bidang tersebut adalah bidang keuangan, bidang ekonomi, dan dalam 
bidang psikologi. Di dalam bidang keuangan, penggelapan pajak dapat dikatakan 
sebagai pos kerugian bagi kas negara, karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan 
antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, 
seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dan lain-lain. 
 Di dalam bidang ekonomi, penggelapan pajak dapat mempengaruhi persaingan 
sehat diantara para pengusaha yang termasuk dalam perekonomian tersebut. Para 
pengusaha biasa melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara 
tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan 
yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Hal ini menyebabkan beberapa 
kemacetan pertumbuhan ekonomi yang ada atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka 
sudah terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan 
produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan 
melakukan pengelakan pajak secara terus menerus yang akan menjadi sebuah pola. 
Dan yang terakhir adalah dalam bidang psikologi. Jika wajib pajak terbiasa 
melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar 
undang-undang. Jika wajib pajak menggelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan 
keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak 
diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak terkena sanksi dan 
menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun 
berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, 
tetapi juga undang-undang yang lainnya. 
Pengembangan Hipotesis 
Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assesment system, 
prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan 
pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion.. Adil dalam pelaksanaannya yakni 
dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan 
dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
Menurut (Mardiasmo, 2016) keadilan perpajakan memiliki pengaruh negatif 
terhadap penggelapan pajak. Keadilan perpajakan meliputi mengenakan pajak secara 
umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Berdasarkan 
penjelasan di atas, maka kesimpulannya adalah semakin tinggi tingkat keadilan maka 
perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah, sebaliknya jika tingkat keadilan 
semakin rendah maka perilaku penggelapan pajak akan semakin tinggi. maka hipotesis 
yang pertama adalah: 
H1 : Keadilan perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 
Menurut (McGee & Smith, 2006), sistem perpajakan dengan tarif pajak dan 
kemungkinan korupsi dalam sistem apapun. Jadi gambaran mengenai sistem 
perpajakan yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak 
yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah 
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justru di korupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Sedangkan Menurut 
Supriyadi dan (Suminarsasi & Supriyadi, 2011), sistem perpajakan berpengaruh secara 
negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap 
bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak 
dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya 
semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang 
cenderung etis.  
H2: Sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 
 
Diskriminasi merupakan setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 
langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, 
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 
bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang 
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. 
Menurut (Nickerson, Pleshko, & McGee, 2009), diskriminasi berpengaruh 
positif terkait dengan perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan yang dilakukan 
oleh (McGee, Ho, & Li, 2008)  juga menghasilkan bahwa diskriminasi berpengaruh 
positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka 
kesimpulannya adalah semakin tinggi tingkat diskriminasi perpajakan, maka perilaku 
penggelapan pajak akan semakin tinggi juga, sebaliknya, jika semakin rendah tingkat 
diskriminasi perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah juga, 
maka hipotesis yang ketiga adalah: 
H3 : Diskriminasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. 
 
 Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin 
baik kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, maka penggelapan pajak 
dipandang sebagai suatu perilaku yang negatif, dan semakin tidak baik kepatuhan wajib 
pajak dalam melakukan kewajibannya, maka penggelapan pajak dipandang sebagai 
suatu perilaku yang positif. 
   Kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap penggelapan 
pajak. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi membuat 
buruknya citra perpajakan yang sudah ada. Dikhawatirkan dengan buruknya citra 
perpajakan yang sudah ada, akan menimbulkan wajib pajak enggan untuk mematuhi 
pajak yang mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Berdasarkan penjelasan di atas maka kesimpulannya adalah kepatuhan wajib pajak 
tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, maka hipotesis yang keempat adalah:  
H4 : Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 
  
METODA PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, merupakan penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Penelitian ini menguji pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi 
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perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Unit analisis dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak dengan menggunakan data cross section. Kuesioner 
disebarkan kepada wajib pajak di daerah Jakarta Barat. 
 
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel dependen dan empat 
variabel independen. Berikut ini adalah definisi dari masing-masing variabel : 
 
Keadilan Perpajakan 
 Prinsip keadilan perpajakan menurut (Siahaan, 2014) berdasarkan pada prinsip 
manfaat. Prinsip ini mengemukakan bahwa suatu sistem perpajakan dapat dikatakan 
adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat 
yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini berupa berbagai 
sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Prinsip yang kedua mengacu pada prinsip keadilan dalam membayar pajak. Menurut 
prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan 
setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya.  
 
Sistem Perpajakan 
Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan 
perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan 
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan 
penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Siahaan, 2014). 
 
Diskriminasi Perpajakan 
 Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan 
atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial 
(Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Apabila terdapat perbedaan pandangan terhadap 
orang lain, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan meningkat. 
Dan apabila tidak terdapat perbedaan pandangan terhadap orang lain, maka 
kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang.  
 
Kepatuhan Wajib Pajak 
 Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak melaksanakan kewajiban 
pajaknya secara sukarela dan tanpa paksaan. Hampir di semua negara yang menerapkan 
sistem perpajakan mempunyai masalah kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak 
tersebut tercakup dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam penghitungan dan 
pembayaran pajak terutang dan juga kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan 
kembali Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan identifikasi kepatuhan wajib pajak 
yang benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan.  
 
Penggelapan Pajak 
(Mardiasmo, 2016) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai usaha yang 
dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar 
undang-undang. Melanggar undang-undang merupakan sesuatu yang tidak seharusnya 
dilakukan. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan 
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dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan 
ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau 
mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. 
Prosedur Pengumpulan Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan 
menyebarkan kuesioner yang kemudian akan diisi oleh responden. Sumber data primer 
pada penelitian ini didapat secara langsung dari wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di kota Jakarta Barat.  
 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh 
responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan yang 
sesuai dengan pendapat mereka.  
 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive 
sampling sebanyak 100 kuesioner. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 
21 dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linier.  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukan jumlah data yang digunakan 
dlam penelitian ini serta dapat menunjukan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-
rata serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil olah data deskriptif dapat 
dilihat sebagai berikut : 
 
Tabel 1 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Variabel (N=100) Min. Max. Rata-rata Std. 
Deviasi 
Keadilan Perpajakan 2,00 4,00 3,4078 0,47221 
Sistem Perpajakan 2,00 4,00 3,4880 0,51821 
Diskriminasi Perpajakan 2,17 4,00 3,3933 0,56034 
Kepatuhan Wajib Pajak 2,13 4,00 3,5388 0,33649 
Penggelapan Pajak 1,45 3,82 2,8664 0,41819 
     Sumber : Data primer dengan SPSS 21 
 
Pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden (N) adalah 100. Dari 
100 responden, keadilan perpajakan yang memiliki 9 pertanyaan diperoleh nilai 
minimum dari jawaban responden sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00 
dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,4078 serta standar deviasi 0,47221. Dengan 
mempertimbangkan nilai mean sebesar 3,4078 menunjukkan bahwa rata-rata wajib 
pajak  sudah memiliki penerapan pajak yang adil. 
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 Sistem Perpajakan yang memiliki 5 pertanyaan diperoleh nilai minimum 2,00 
dan niilai maksimum sebesar 4,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,4880 serta 
standar deviasi sebesar 0,51821. Dengan mempertimbangkan nilai mean sebesar 3,4880 
menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak yang berada di daerah Jakarta Barat sudah 
membayar pajak sesuai dengan sistem yang ada. 
Diskriminasi Perpajakan memiliki 6 pertanyaan diperoleh nilai minimum 2,17 
dan nilai maksimum sebesar 4,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,3933 serta 
standar deviasi sebesar 0,56034. Dengan mempertimbangkan nilai mean sebesar 3,3933 
menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak di daerah Jakarta Barat merasa tidak terdapat 
tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan . 
 Kepatuhan wajib pajak yang memiliki 8 pertanyaan diperoleh nilai minimum 
2,13 dan nilai maksimum sebesar 4,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,5388 
serta standar deviasi sebesar 0,33649. Dengan mempertimbangkan nilai mean sebesar 
3,5388 menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak patuh dalam melaporkan dan 
membayar sendiri pajak terhutangnya. 
 Penggelapan pajak yang memiliki 11 pertanyaan diperoleh nilai minimum 1,45 
dan nilai maksimum sebesar 3,82 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 2,8664 serta 
standar deviasi sebesar 0,41819. Dengan mempertimbangkan nilai mean sebesar 2,8664 
menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak yang berada di daerah Jakarta Barat merasa 
bahwa penggelapan banyak masih terjadi. 
Pengujian Hipotesis 
Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menjawab permasalahan yang 
diajukan dalam penelitian dengan menolak hipotesis null (Ho) sehingga hipotesis 
alternatif (Ha) dapat diterima. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi 
dari tiap-tiap pengaruh dari variabel yang diajukan dalam penelitian. Adapun hasil 
pengujian hipotesis disajikan ke dalam tabel dibawah ini: 
 
Tabel 2 
Hasil Analisa Pengujian Hipotesis                       
 Sumber : Data primer dengan SPSS 21 
 
Model  Prediksi Beta T hitung Sig/2 Keputusan Kesimpulan 
Keadilan_Perpajakan Negatif 
(-) 
0,334 4,749 0,000 Ha ditolak Tidak terdapat 
pengaruh 
negatif 
Sistem_Perpajakan Negatif 
(-) 
0,435 2,628 0,005 Ha ditolak Tidak terdapat 
pengaruh 
negatif 
Diskriminasi_Perpajakan Positif 
(+) 
0,180 2,022 0,023 Ha diterima Terdapat 
pengaruh 
positif 
Kepatuhan_WP Negatif 
(-) 
-0,010 -0,092 0,4635 Ha ditolak Tidak terdapat 
pengaruh 
negatif 
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Pembahasan Hasil   
Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif tetapi 
berpengaruh positif antara keadilan terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan 
bahwa baik atau buruknya keadilan perpajakan, tidak akan mempengaruhi secara 
negatif akan adanya penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ningsih & 
Pusposary, 2014) dan (Ayu & Hastuti, 2009), keadilan tidak mempunyai pengaruh 
negatif terhadap penggelapan pajak.    
Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan perpajakan bagi seseorang 
termasuk dalam pembayaran pajak juga tidak akan mempengaruhi sikap mereka dalam 
melakukan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa bahwa sistem 
perpajakan yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingan wajib pajak. 
Kadang kala penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis 
tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak negara, 
dimana wajib pajak menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan 
belumlah maksimal. Dalam hal ini pemerintah harus mengantisipasi masalah yang 
sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan dan pengalokasian dana 
pajak,yaitu bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak. 
Hasil Penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif tetapi 
berpengaruh positif antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hal ini 
membuktikan bahwa baik atau buruknya sistem perpajakan yang ada tidak 
berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan (McGee & Smith, 2006), sistem perpajakan 
tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Perpajakan dengan tarif pajak 
terdapat kemungkinan korupsi dalam sistem apapun.  Seharusnya semakin baik, 
mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak 
penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir 
perilaku tindak penggelapan pajak. Pengelolaan uang pajak yang dapat 
dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korupsi, dan juga 
prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan 
untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, 
ditambah lagi petugas pajaknya justru mengkorupsi uang pajak, maka wajib pajak 
enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk 
menggelapkan pajak. Dalam penelitian ini sistem perpajakan apapun tidak menutup 
kemungkinan adanya penggelapan pajak. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin 
tingginya diskriminasi maka semakin meningkatkan penggelapan pajak.  
Hasil pnelitian ini sesuai dengam (Nickerson et al., 2009) diskriminasi 
memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Pendiskriminasian yang ada 
dalam perpajakan akan membuat aparatur pajak semakin punya peluang dalam 
melakukan penggelapan pajak. Zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan 
merupakan suatu bentuk diskriminasi, karena dianggap  hanya menguntungkan 
sebagian kelompok masyarakat saja. Wajib pajak  juga berpendapat bahwa kebijakan 
fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk 
diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua 
wajib pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP. 
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Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif antara 
kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa 
semakin baik kepatuhan wajib pajak tidak akan berpengaruh negatif terhadap 
penggelapan pajak. Wajib pajak belum mau patuh terhadap ketentuan pajak yang ada 
karena tidak memiliki rasa percaya pada aparatur pajak yang belum transparan dalam 
mempublikasikan pajak. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Nickerson et al., 2009), kepatuhan 
wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan 
banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi membuat buruknya citra perpajakan 
yang sudah ada. Dikhawatirkan dengan buruknya citra perpajakan yang sudah ada, 
akan menimbulkan wajib pajak enggan untuk mematuhi pajak yang mengakibatkan 
penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.   
 
KESIMPULAN KETRBATASAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
1. Keadilan perpajakan tidak ber pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 
2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.  
3. Diskriminasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin 
tinggi diskriminasi perpajakan, maka penggelapan pajak akan semakin tinggi, dan jika 
diskriminasi perpajakan semakin rendah, maka penggelapan pajak akan semakin rendah 
juga. 
4. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 
Keterbatasan 
Studi ini memiliki dua buah keterbatasan yaitu: 
1. Studi ini hanya dilakukan pada wilayah Jakarta Barat, sehingga tidak dapat 
digeneralisisr untuk seluruh wilayah Jakarta atau Indonesia 
2. Studi ini menggunakan kuesioner, sehingga tingkat subyektifitas responden dan bias 
terhadap pemahaman pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner.  
Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 
1. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas obyek penelitian tidak hanya pada satu 
daerah saja sehingga membuat penelitian menhadi jauh  lebih baik lagi, 
2. Tidak hanya menggunakan kuesioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung. 
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